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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 
 

I. Identitas LPPHPL  

a.  Nama Lembaga  :  PT. Trustindo Prima Karya  
b.  Nomor Akreditasi  :   LPPHPL-019-IDN 

c.  Alamat  :  Gedung Diklat APHI Lt 1, Komplek MPI  Jl. Kesuma 

Bangsa Nomor 80 Samarinda - Kaltim  

d.  Nomor telepon/faks/E-mail  :   0541-747798/ trustindoprimakarya@gmail.com 
e.  Direktur Utama :   Ir. Kurnia  
f.  Tim Audit  : 
 

NO NAMA JABATAN 

1. Ir. Deni A. Novandi Lead Auditor/ Auditor Aspek Produksi 

2. Ir. Suhardi Auditor VLK Hutan 

3. Amin Pujiyanto, S.Hut Auditor Aspek Prasyarat 

4. Tri Sugeng Riyanto, S.Hut Auditor Aspek Ekologi 

5. Ir.  Suryamada Bhakti Auditor Aspek Sosial 

6. Ir.  Harijadi Auditor in Traine Aspek Prasyarat 

  
g. Tim Pengambil Keputusan :  
 1. Ir. Rudy Setyawan 
 2. Ir. Kurnia 
 

II. Identitas Auditee :  
 

a.  Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan  :   PT. Surya Hutani Jaya  
b.  Nomor & Tanggal SK  :    Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 

SK.156/Kpts-II/1996 Tanggal 8 April 1996 
c.  Jenis Perizinan : IUPHHK Hutan Tanaman 
d.  Luas dan Lokasi  :   ± 183.300 Ha, Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman, 

Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Muara 
Bengkal Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Kalimantan 
Timur. 

e.  Alamat kantor  :   Jln. Camar No 95, Kelurahan Bandara Samarinda – 
Kalimantan Timur.  

f.  Nomor telepon/faks/E-mail  :  (0551) 739285; 739286; 729287; 739260; 739270 
Faks (0541) 733838 

g.  Pengurus  :  
 

No NAMA JABATAN 

A.  DEWAN KOMISARIS 

1. Dr. Ir. Bedjo Santoso, M. Si Komisaris Utama 

2. Tarius Wirawan Komisaris 

B.  DEWAN DIREKSI 

1. Husin Direktur Utama 

2. John Andrew Direktur Keuangan 

3. Supardi, SE Direktur Produksi 
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III.  Ringkasan Tahapan:  
 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

AUDIT TAHAP I 

Kajian dan Verifikasi 
Dokumen 

Samarinda, 30 
Agustus 2013 

Mengkaji dokumen yang dikirimkan oleh auditee 
untuk mengetahui kondisi dan gambaran auditee dari 
sisi kelengkapan dokumen.  

Hasil kajian dokumen terdapat beberapa dokumen 
yang belum lengkap dan harus diverifikasi lebih lanjut 
di lapangan 

Mempelajari Kondisi 
Lapangan Auditee 

Sebulu, 05 
September 2013 

Melakukan Pertemuan dan Diskusi dengan Auditee 
untuk menentukan kesiapan Aaudit Tahap II 

Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup 
sertifikasi PHPL 

Menentukan metodologi penilaian 

Mengkaji alokasi sumberdaya untuk pelaksanaan audit 
tahap II dan persetujuan auditee mengenai rincian 
audit tahap II dan Tim Auditor 

AUDIT TAHAP II 

Koordinasi Teknis awal 
dengan Instansi Kehutanan  

Samarinda, 23  
September  2013 

Dilaksanakan dengan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur dan BP2HP wilayah XIII Samarinda 
untuk melaporkan kedatangan auditor  dan 
mengkonfirmasi beberapa data berkaitan dengan 
pengelolaan hutan oleh auditee.. 

Konsultasi Publik  Desa Bunga Jadi Kec. 
Muara Kaman, 24 
September 2013 

Penyampaian perihal maksud dan tujuan Sertifikasi, 
meminta masukan dari tokoh masyarakat dan 
komunitas lainnya perihal pelaksanaan operasional 
dan keberadaan auditee, perihal sosial, ekonomi dan 
hal-hal lain terkait dengan dampak dan pengaruh dari 
keberadaan auditee. 

Pertemuan Pembukaan  Kantor Regional  Km 
38, PT. SRH, 24 

September 2013 

Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang 
lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, 
serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas 
Manajemen Representatif. 

Presentasi singkat profile Auditee 

Verifikasi Dokumen dan 
Observasi Lapangan  

PT. SRH Kec. Sebulu, 
Kec. Ma Kaman Kab. 
Kukar dan Kec. Ma 
Bengkal Kab Kutim, 
24-29 September  

2013 

- Pengecekan dokumen dan data-data tambahan 
yang berkaitan dengan audit PHPL 

- Pengecekan peta, batas, peralatan dan  kegiatan 
lapangan lainnya. 

- Wawancara dengan masyarakat, karyawan, 
pekerja, tokoh adat, instansi terkait dll 

- Uji petik lapangan 

- Pendokumentasian 



 
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  

TPK-FC020 
 

Rev.E 
 

 

TPK-FC020/Rev. E/01052013                                                                                    Halaman 3 dari 32 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Pertemuan Penutupan  Kantor PT. SRH 
Samarinda, 29 

September 2013 

- Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian 

hasil kesimpulan sementara 

- Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di 

lapangan dan hal-hal yang masih perlu 

ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan 

kekurangan lainnya. 

Koordinasi akhir dengan 
instansi Kehutanan 

Samarinda, 30 
September  2013 

Dilaksanakan dengan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur dan  BP2HP wilayah XIII Samarinda 
untuk melaporkan bahwa kegiatan penilaian kinerja 
PHPL telah selesai dilaksanakan dan mengkonfirmasi 
beberapa data berkaitan dengan pengelolaan hutan 
oleh auditee.  

Penyampaian Dokumen 
auditee yang belum lengkap 
dan Penyusunan Laporan 
hasil Audit Tahap II 

Samarinda, 1 – 10 
Oktober 2013 

- Laporan hasil Penilaian Kinerja PHPL dari Tim 
Auditor 

- Penyampaian Laporan kepada Pengambil 
Keputusan 

Pengambilan Keputusan  Samarinda, 11-12 
Oktober  2013 

- LULUS 

- Predikat “BAIK”  

Penyampaian Hasil 
Keputusan Sertifikasi 

Samarinda, 12 
Oktober 2013 

- Sertifikat PHPL Nomor : 004.PHP.019-IDN.10.13 

- Masa Berlaku Sertifikat mulai tanggal 12 Oktober 
2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 
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RESUME HASIL PENILAIAN 

A. PRASYARAT 

NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

1 1.1.1. Ketersediaan 

Dokumen Legal dan 

Administrasi Tata 

Batas (PP, SK IUPHHK-

HA/RE/HT/,   

Pedoman TBT, Buku 

TBT, Peta TBT) 

Di lokasi terdapat dokumen SK IUPHHK-HT 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

No.156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996. 

a. Laporan Tata Batas yang berisi Berita Acara 
Pembuatan Batas Luar dan Sendiri/ 
Persekutuan Definitif HPHTI PT Surya Hutani 
Jaya  (Blok Ma. Bengkal, Ma. Kaman, Sebulu 
dan Marangkayu)  sepanjang 345.124,90 meter 
yang ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas di 
Sebulu, pada tanggal 27 September 1999 

b. Laporan Tata Batas Luar Definitif HPHTI PT 
Surya Hutani Jaya (Blok Muara  Kaman, Muara 
Bengkal dan Sebulu) sepanjang 393.624,90  
meter 

c. Laporan Tata Batas Areal Kerja HPHTI PT Surya 
Hutani Jaya dengan Batas Perkebunan Kelapa 
Sawit PT. Anugerah Urea Sakti (PT. AUS) 
dengan panjang trayek 62.150,20 meter 

d. Laporan Rekonstruksi Batas Taman Nasional 
Kutai (Pal Batas No.TN/648 – TN/959) dengan 
panjang trayek 31.358 meter yang 
dilaksanakan dari tanggal 23 Pebruari sampai 5 
Mei 1995 dengan biaya pelaksanaan 
dibebankan pada HPHTI PT Surya Hutani Jaya. 

e. Laporan Rekonstruksi Sebagian Batas Kawasan 
Taman Nasional Kutai Propinsi Kalimantan 
Timur dengan panjang trayek 16,57 Km 
(TN/798 s/d TN/807) pada bulan Juni 2005 

f. Laporan singkat Hasil Pelaksanaan Pengukuran 
dan Pengecekan Uji Petik Sebagian Batas 
Taman Nasional dengan Areal Kerja IUPHHK-HT 
PT.Surya Hutani Jaya Kabupaten Kutai Timur 
dan Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi 
Kalimatan Timur pada bulan Juni 2007 yang 
dilaksanakan oleh Tim Teknis dari BPKH 
Wilayah IV Samarinda dan Balai Taman 
Nasional Kutai. 

g. Surat dari PT Surya Hutani Jaya No. 32/SRH-
SMD/IV/2013 perihal Arahan untuk 
Permohonan SK. Penetapan Areal Kerja (Tata 
Batas) IUPPHK-HTI PT Surya Hutani Jaya yang 
ditujukan kepada Bapak Kepala Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV 
– Samarinda, yang dibuat di Samarinda pada 
tanggal 12 April 2013 dan tanda terima dari 
BPKH Wilayah IV Samarinda tg 22 April 2013. 
 

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

2 1.1.2 Realisasi Tata Batas 

dan Legitimasinya (BA 

TBT) 

Realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Surya 

Hutani Jaya sudah 100% (temu gelang), kondisi 

pal batas secara umum terawat 

BAIK 

3 1.1.3 Pengakuan para Pihak 

atas Eksistensi Areal 

IUPHHK Kawasan 

Hutan 

Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui 
bahwa terdapat beberapa dokumen yang 
berkaitan dengan kronologis penyelesaian lahan 
yang terjadi di areal PT Surya Hutani Jaya dengan 
warga Desa sekitar areal atau Perusahaan 
Perkebunan Sawit/Tambang Batu bara pada 
tahun 2007 sampai dengan 2011  
Bahwa terdapat konflik batas dan ada upaya 
pemegang izin untuk menyelesaikan konflik tetapi 
tidak terus-menerus. 

SEDANG 

4 1.1.4 Perubahan Fungsi 

Kawasan 

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui 

bahwa berdasarkan Peta Tata Ruang skala 1 : 

100.000 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT SRH 

tahun 2011 terdapat perubahan luas areal kerja 

(konsesi) PT SRH yatu dari 183,300 Ha (sesuai 

SK.IUPHHK-HT) menjadi 156.398 Ha dan 

perubahan tersebut bukan karena perubahan 

fungsi kawasan namun karena pengeluaran APL 

seluas 29.276 Ha dari areal kerja PT SRH di 

sebelah Barat sampai ke Selatan. Sehingga tidak 

mempengaruhi pengaturan kelestarian hutan 

tanaman yang sudah mencapai daur yang telah 

ditentukan yaitu 6 (enam) tahun. 

BAIK 

5 1.1.5 Penggunaan Kawasan 

di Luar Sektor 

Kehutanan (jika ada) 

Pada areal PT Surya Hutani Jaya terdapat 

penggunaan diluar sektor kehutanan yaitu 

perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara 

dan ladang (kebun) masyarakat namun 

terdapat sebagian bukti upaya pemegang izin 

untuk mendata dan melaporkan penggunaan 

kawasan di luar sektor kehutanan.    

SEDANG 

6 1.2.1 Keberadaan Dokumen 

Visi, Misi dan Tujuan 

Perusahaan yang 

Sesuai dengan PHL 

Di lokasi tersedia dokumen Visi dan Misi 

Perusahaan dengan memperhatikan prinsip 

pengelolaan hutan lestari dimana 

pengelolaan hutan dilakukan dalam rangka 

menjamin kelestarian produksi, kelestarian 

ekologi dan kelestarian sosial maka terlihat 

bahwa Visi dan Misi PT. Surya Hutani Jaya 

telah sesuai dengan kerangka PHPL. 

BAIK 

7 1.2.2 Sosialisasi Visi, Misi 

dan Tujuan 

Perusahaan 

PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan 

kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan 

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

yang dilakukan mulai dari level pemegang izin 

dan masyarakat setempat, serta ada bukti 

pelaksanaan (BAP).   

8 1.2.3 Kesesuaian Visi, Misi 

dengan Implementasi 

PHL 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 

Auditee telah mengimplementasikan Visi dan 

Misinya termasuk biaya pendukungnya  namun 

demikian terdapat implementasi kegiatan yang 

tidak sejalan dengan Visi dan Misi seperti 

kurangnya jumlah ketersediaan tenaga teknis 

kehutanan. Jika mengacu kepada Perdirjen BPK 

P.8/V-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang 

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk Mempekerjakan 

Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maka jumlah 

Ganis PHPL yang tersedia masih kurang dan 

berdasarkan Laporan Ketenaga Kerjaan keadaan 

ini berlangsung dalam beberapa tahun ke 

belakang. Berdasarkan SK HTI (No. 156/Kpts-

II/1996) mengenai kewajiban pada poin ke 10, PT. 

SRH berkewajiban mempekerjakan tenaga teknis 

kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

SEDANG 

9 1.3.1 Keberadaan Tenaga 

Profesional Bidang 

Kehutanan di 

Lapangan pada setiap 

Bidang Pengelolaan 

Hutan Sesuai 

Ketentuan yang 

Berlaku 

Keberadaan tenaga profesional bidang 

kehutanan PT Surya Hutani Jaya di lapangan 

tersedia pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang 

dari ketentuan yang berlaku. 

SEDANG 

10 1.3.2 Peningkatan 

Kompetensi SDM 

Dalam hal peningkatan kompetensi SDM PT 

Surya Hutani Jaya Realisasi peningkatan 

kompetensi SDM >70% dari rencana yaitu 

sebesar 101,2 % dari rencana sejak tahun 

2009 sampai dengan 2013 

BAIK 

11 1.3.3 Ketersediaan 

Dokumen 

Ketenagakerjaan 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan yang lengkap mulai dari 

dokumen Menteri, Pemerintah Daerah serta 

dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan.  

Dokumen ketenagakerjaan terdiri dari Daftar 

Karyawan, Buku Perjanjian Kerja bersama, dan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah tersedia di 

lokasi. 

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

12 1.4.1 Kelengkapan Unit 

Kerja Perusahaan 

dalam Rangka PHPL 

Di lokasi telah tersedia Struktur Organisasi PT 
Surya Hutani Jaya yang legal.  Susunan 
jabatan yang tercakup di dalam Struktur 
Organisasi telah mencakup seluruh kerangka 
PHPL, antara lain terdapat bagian/bidang 
yang menangani masalah produksi yaitu 
meliputi Litbang, Harvesting Control, Nursery 
dan Plantation Control. Bidang ini 
bertanggung jawab terhadap jalannya proses 
produksi. Berkaitan dengan PHPL kelestarian 
produksi termasuk hal yang harus dicapai. 
Dalam Struktur Organisasi terdapat bidang 
yang menangani ekologi yaitu bidang 
Planning and Environment. Bidang ini 
membawahi Environment, Forest 
Engineering, Forest Survey dan FMIS. Bidang 
ini bertanggung jawab terhadap masalah 
lingkungan/ekologi. Berkaitan dengan 
kerangka PHPL kelestarian ekologi termasuk 
yang harus dicapai. Bidang lain yang terlihat 
dalam Struktur di atas adalah Humas dan 
Linhut. Bidang ini membawahi  Prijinan, 
Publikasi, Perlindungan Hutan, CSR (tanggung 
jawab sosial) dan Fire Safety. Berkaitan 
dengan kerangka PHPL kelestarian sosial 
adalah hal yang harus dicapai. Masing-masing 
bagian/bidang  tersebut diatas bekerja 
bersinergi dengan bidang lainnya. Dalam 
Struktur Organisasi terlihat adanya Satuan 
Internal Audit yang berfungsi untuk 
mengevaluasi, mengontrol dan merumuskan 
tindakan perbaikan jika didapati adanya 
temuan yang perlu diperbaiki.   

Deskripsi Jabatan (Job Description) tersedia  

untuk seluruh jabatan, antara lain memerinci 

fungsi jabatan, tugas utama, tugas tambahan, 

wewenang, tanggung jawab, sistem 

operasional, dan persyaratan pemegang 

jabatan. 

BAIK 

13 1.4.2 Keberadaan Perangkat 

Sistem Informasi 

Manajemen dan 

Tenaga Pelaksana 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki perangkat 

Sistem Informasi Manajemen serta tenaga 

pelaksananya. Terdapat Laporan Kegiatan masing-

masing bidang yang berisi informasi mengenai 

pencapaian target pekerjaan yang berkaitan 

dengan waktu dan biaya yang telah direncanakan.    

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

Terdapat tenaga pelaksana kegiatan yaitu seluruh 

karyawan sesuai dengan level dan bidang masing-

masing dari Direktur sampai buruh borongan.  

Terdapat filling data manajemen untuk seluruh 

aspek pekerjaan dan tersedia dalam dua bentuk 

yaitu softcopy dan hardcopy. 

Peralatan/sarana yang digunakan dalam 

mendukung informasi manajemen berupa Handy 

Talky, Internet dan Handphone. 

14 1.4.3 Keberadaan SPI / 

Internal auditor dan 

efektifitasnya 

Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan 

dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan 

BAIK 

15 1.4.4 Keterlaksanaan Tindak 

Koreksi Manjemen 

Berbasis Hasil 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Pada PT Surya Hutani Jaya terdapat 

keterlaksanaan sebagian tindak koreksi 

manajemen berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi.   

SEDANG 

16 1.5.1 Persetujuan Rencana 

Penebangan melalui 

Peningkatan 

Pemahaman, 

Keterlibatan 

Pencatatan Proses dan 

Diseminasi Isi 

Kandungannya 

PT Surya Hutani Jaya telah melakukan 

kegiatan sosialisasi berkenaan dengan RKT 

dan telah dikonsultasikan atas dasar 

informasi awal yang memadai yang akan 

mempengaruhi kepentingan hak-hak 

masyarakat setempat.    

SEDANG 

17 1.5.2 Persetujuan dalam 

Proses Pembuatan 

AMDAL 

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen 

diketahui bahwa terdapat Laporan Utama Analisis 

Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan 

Tanaman Industri PT Surya Hutani Jaya Di 

Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Kalimantan 

Timur, Januari 1995. Lampiran yang berisi tanda 

tangan masyarakat/perangkat desa/camat tidak 

ditemukan. Hal tersebut terjadi karena 

pengesahan AMDAL dilakukan sebelum peraturan 

mengenai sosialisasi dan persetujuan masyarakat 

diberlakukan. 

N/A 

18 1.5.3 Persetujuan dalam 

Proses Tata Batas 

Perusahaan telah menunjukan dokumen 

penataan batas partisipatif dengan Masyarakat 

Terdapat persetujuan dalam proses tata batas 

dari sebagian kecil para pihak 

SEDANG 

19 1.5.4 Persetujuan dalam 

Proses dan 

Pelaksanaan CSR/CD 

Terdapat dokumen Project Plan Community 
Development PT SRH tahun 2009, 2010, 2011, 
2012 dan 2013 yang mencantumkan tentang 
mekanisme Pengajuan Pelaksanaan Program dan 

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

Pencairan Dana 
Terdapat dokumen yang menunjukan adanya 

persetujuan masyarakat dalam proses dan 

pelaksanaan CSR seperti yang disebutkan dalam 

dokumen berikut :  

 Dokumen Laporan Kronologis Penyelesaian 

Lahan Desa Menamang Kiri. 

 Dokumen Kronologis Permasalahan Lahan 

tahun 2011 

 Laporan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 

tahun 2009 s/d 2013. 

Diantara masalah yang diusulkan/mendapat 

persetujuan masyarakat adalah : 

 Usulan pembuatan dan perbaikan jalan 

dengan bantuan excavator,  penerimaan 

karyawan lokal oleh masyarakat Desa Benua 

Baru. 

 Permintaan bantuan penganggulangan 

banjirdi desa Sido Mukti 

20 1.5.5 Persetujuan dalam 

Proses Penetapan 

Kawasan Lindung 

Bardasarlkan Laporan Audit Internal PHPL yang 

dilakukan oleh Tim ISO and Forest Certification 

Sction Forestry Enviromental Departemen (FED) 

tanggal 30 Juni 2013 diketahui bahwa sebagian 

rekomendasi action plan yang disusun telah 

dijalankan namun terdapat rekomendasi yang 

belum dilakukan diantaranya melakukan 

sosialisasi tentang kawasan lindung dan 

fungsinya, baik kepada masyarakat lokal maupun 

kepada karyawan. Sosialisasi tidak hanya dalam 

bentuk pelatihan tetapi bisa dalam bentuk 

lainnya, seperti penyuluhan, pemasangan papan 

peringatan dll. Hasil sosialisasi harus dievaluasi, 

dilihat dari trend jumlah gangguan yang ada 

terhadap kawasan lindung apakah ada penurunan 

jumlah gangguan terhadap kawasan lindung yang 

sudah ditetapkan 

Terdapat persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung dari sebagian 

kecil para pihak 

SEDANG 
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B. PRODUKSI 

NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

1 2.1.1. Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka 

Panjang (management 

plan) yang telah 

Disetujui oleh   Pejabat 

yang Berwenang 

Tersedia dokumen RKUPHHK-HT 2009-2018 

berbasis IHMB yang telah disetujui oleh Menteri 

Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.105/VI-

BUHT/2011 tanggal 25 Agustus 2011, dan 

persetujuan revisi Nomor:   SK.90/VI-BUHT/2012 

tanggal 21 Desember 2012 

BAIK 

2 2.1.2 Kesesuaian 

Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan 

Rencana Jangka 

Panjang 

PT Surya Hutani Jaya telah menunjukan hasil 

penataan areal kerja di lapangan, antara lain 

petak 044 zone-45 Distrik  Sebulu (URKT 2018) 

dan Petak 075 Zone-28 Distrik Bengkal (URKT 

2016) pada posisi yang sesuai dengan peta 

RKUPHHK-HT 2009-2018 yang telah disetujui. 

BAIK 

3 2.1.3 Pemeliharaan Batas 

Blok dan Petak 

/compartemen kerja 

Sebagian tanda batas petak, terutama patok 

sudut petak tidak ditemukan pada tapaknya 

(contoh: di Petak 09 B Zone 34 Distrik Sebulu), 

dan patok rubuh oleh aktivitas lain sehingga 

berpindah dari tapaknya (contoh: di Petak 21 A 

Zone 44 Distrik Sebulu).    

SEDANG 

4 2.2.1 Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe 

Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/Survei 

potensi, ITSP, Risalah 

Hutan) 

PT Surya Hutani Jaya memiliki dan menunjukan 

data potensi tegakan per tipe ekosistem dari 

hasil kegiatan IHMB tahun 2011; PHI (Pre-

Harvesting Inventory) tahun 2010, 2011, dan 

2012; dan hasil PAT (Plantation Assessment 

Team) 2011, 2012, dan 2013.   

BAIK 

5 2.2.2 Terdapat Informasi 

tentang Riap Tegakan 

PT Surya Hutani Jaya telah menunjukan data 

pengukuran riap tegakan dan hasil analisisnya 

yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran PSP, 

PAT, dan PHI dari seluruh tipe ekosistem yang 

ada di areal kerja PT Surya Hutani Jaya.  Hasil 

analisis, antara lain menyimpulkan bahwa riap 

A.mangium menunjukan pertumbuhan tertinggi 

pada umur 5-6 tahun yaitu mencapai 24,9-26,1 

m3/ha/tahun. 

BAIK 

6 2.2.3 Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT 

Berbasis Data Potensi 

dan Kondisi 

Kemampuan 

Pertumbuhan Tegakan 

PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan riap 

konservatif sebesar 25 m3/ha/tahun, diperoleh 

berdasarkan analsisis pertumbuhan tegakan hasil 

PSP dan  survey potensi (PAT dan PHI).   Data riap 

telah digunakan untuk menyusun rencana 

tebangan 10 tahun yang dituangkan di dalam 

RKUPHHK-HT 2009-2018.    

BAIK 

7 2.3.1 Ketersediaan SOP 

Seluruh Tahapan Keg. 

Sistem Silvikultur 

Prosedur untuk seluruh tahapan sistem silvikultur 

telah tercakup oleh 8 (delapan) SOP yang 

disediakan.     

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

8 2.3.2 Implementasi SOP 

Seluruh Tahapan 

Kegiatan Sistem 

Silvikultur 

PT Surya Hutani Jaya telah menunjukan bukti-

bukti dokumentasi dan fisik lapangan 

implementasi SOP pada seluruh tahapan kegiatan 

sistem silvikultur yang tersedia 

BAIK 

9 2.3.3 Tingkat Kecukupan 

Potensi Tegakan 

sebelum Masak 

Tebang 

Berdasarkan hasil IHMB 2011 diketahui bahwa 

sediaan tegakan di dalam areal kerja PT Surya 

Hutani Jaya adalah 88,10 m3/ha (80-120 m3/ha). 

SEDANG 

10 2.3.4 Tingkat Kecukupan 

Potensi Permudaan 

Laporan Hasil IHMB 2011 maupun PAT 2011-

2013 menunjukan hanya jenis Acacia mangium 

yang mampu mencapai stock sesuai Bench-Mark 

(jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam).  

Sedangkan  proporsi luas permudaan A mangium 

dalam periode tahun 2010-2012 hanya mencapai 

8%-26% (< 75%).    

BURUK 

11 2.4.1 Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan Hutan 

Ramah Lingkungan 

Di lokasi tersedia SOP RIL Nomor SRH/E&K-

3_P/24-OC tanggal 31/1/2012 mencakup seluruh 

tahapan pemanenan mulai dari persiapan 

peralatan, persiapan pemanenan, pemanenan, 

dan pengangkutan 

BAIK 

12 2.4.2 Penerapan Teknologi 

Ramah Lingkungan 

Terdapat penerapan  teknologi ramah lingkungan 

lebih dari 3 tahapan kegiatan mencakup 

pemetaan batas-batas tebangan, pembuatan 

jalur sarad, pembuatan takik rebah, dan 

pemanfaatan kayu secara optimal. 

BAIK 

13 2.4.3 Tingkat Kerusakan 

Tegakan Tinggal 

Minimal dan 

Keterbukaan Wilayah 

Not Applicable - Verifier ini tidak dilakukan 

penilaian karena sistem silvikultur yang 

diterapkan adalah THPB (Tebang Habis 

Permudaan Buatan) 

N/A 

14 2.4.4 Limbah Pemanfaatan 

Hutan Minimal 

Hasil uji petik menunjukan bahwa Faktor 

eksploitasi PT Surya Hutani Jaya adalah 0,99 (> 

0,70).    

BAIK 

15 2.5.1 Keberadaan Dokumen 

Rencana Kerja Jangka 

Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka 

Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai 

Peraturan yang Berlaku 

(Dinas Prov, self 

approval, atau Spesifik 

Pemegang Hak 

Pengelolaan) 

Di lokasi tersedia dokumen RKTUPHHK-HT lima 

tahun terakhir yaitu tahun 2009-2011 yang telah 

disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur, dan RKTUPHHK-HT 2012-2013 

self approval yang ditetapkan oleh Direksi PT 

Surya Hutani Jaya dan disusun berdasarkan 

RKUPHHK-HT 2009-2018 yang disetujui Menteri 

Kehutanan 

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

16 2.5.2 Kesesuaian Peta Kerja 

dalam Rencana Jangka 

Pendek dengan 

Rencana Jangka 

Panjang 

Terdapat peta kerja yang sesuai dengan peta 

RKTUPHHK-HT dan peta lampiran RKUPHHK-HT 

yang telah disahkan, menggambarkan kawasan 

produksi, kawasan lindung, dan pemanfaatan 

lainnya 

BAIK 

17 2.5.3 Implementasi Peta 

Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara 

beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung 

(untuk 

Konservasi/buffer 

zone/pelestarian 

plasma 

nutfah/religi/budaya/s

arana prasarana dan 

Penelitian dan 

Pengembangan) 

Terdapat bukti bahwa PT Surya Hutani Jaya telah 

melakukan penataan areal kerjanya sesuai 

dengan peta kerja RKUPHHK-HT dan peta 

RKTUPHHK-HT yang disahkan sehingga jelas 

peruntukannya.  Tanda batas 

petak/kompartemen di lapangan berupa jalan, 

alur, dan/atau kanal, sedangkan identitas 

petak/kompartemen ditandai dengan patok kayu 

di sudut petak/kompartemen.    

BAIK 

18 2.5.4 Kesesuaian Lokasi, 

Luas, Jenis dan Volume 

Panen dengan 

Dokumen Rencana 

Jangka Pendek 

Lokasi tebangan dan jenis sesuai, sedangkan 

realisasi produksi tahun 2009 sampai dengan Juli 

2013 menunjukan bahwa volume tebangan PT 

Surya Hutani Jaya mencapai 1.965.643,21 m
3
 

(55%) dari rencana RKT yang disahkan sebesar 

3.578.605,60 m
3
.   

SEDANG 

19 2.6.1 Realisasi alokasi dana 

yang cukup 

Realisasi alokasi biaya tahun 2011 dan 2012 

menunjukan kecenderungan meningkat  dari 

kebutuhan kelola hutan yang direncanakan, yaitu  

dari 65% menjadi 89% 

BAIK 

20 2.6.2 Realisasi alokasi dana 

yang proporsional 

Masih terdapat realisasi alokasi dana pada 

beberapa kegiatan yang >50% (antara lain 

penanaman tahun 2011, kewajiban pada 

lingkungan tahun 2012), namun secara umum 

perbedaan realisasi alokasi dana untuk seluruh 

kegiatan mencapai 11% (2012) dan 35%.   

 

SEDANG 

21 2.6.3 Realisasi alokasi dana 

yang lancar 

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis 
kehutanan menunjukan peningkatan.  
Pengalokasian dana tahun 2012 mencapai rata-
rata >80% dan realisasi fisik penanaman sampai 
Agustus 2013 mencapai 74%.  Hal ini menunjukan 
pendanaan yang lancar 

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

22 2.6.4 Modal yang 

ditanamkan (kembali) 

ke hutan 

Sampai dengan Semester I tahun 2013, 
pencapaian existing tanaman pokok dan 
tanaman kehidupan di areal kerja PT Surya 
Hutani Jaya (tanaman pokok dan tanaman 
kehidupan) berkisar 83%-89% sedangkan 
tanaman unggulan belum direalisasikan 

SEDANG 

23 2.6.5 Realisasi kegiatan fisik 

penanaman/ 

pembinaan hutan 

Realisasi fisik tanaman pokok dan tanaman 
kehidupan lebih dari 80 % dari yang 
direncanakan  

BAIK 

 

 

C. EKOLOGI 

NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

1 3.1.1 Luasan Kawasan 
dilindungi 

Luas Kawasan Lindung PT SURYA HUTANI JAYA 
seluas 22.725 ha  sudah sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-
II/95 , sesuai dengan  Keputusan Manajemen PT 
Surya Hutani Jaya Nomor 008/SK-SRH/IV/2012, 
sesuai dengan AMDAL dan RKUPHHK PT SURYA 
HUTANI JAYA serta berada pada kondisi biofisik 
yang sesuai.    

BAIK 

2 3.1.2 Penataan kawasan 
dilindungi (persentase 
yang telah ditandai, 
tanda batas dikenali) 

Kawasan Lindung PT SURYA HUTANI JAYA seluas 
22.725 Ha yang sudah ditata adalah seluas  
16.648 Ha  atau kurang lebih 73,26 %. Tanda 
batas berupa patok , polet dan plat seng.   

SEDANG 

3 3.1.3 Kondisi penutupan 
kawasan dilindungi 

Berdasarkan Citra Landsat 7 ETM band 542 path 
117 liputan 8 Juli 2011 disahkan melalui surat 
Dirjen Planologi cq Direktur Inventarisasi dan 
Pemantauan Sumber Daya Hutan No. 
S.512/IPSDH-2/2011 tanggal 27 September 2011 
kondisi kawasan lindung PT. SURYA HUTANI JAYA 
berada dalam kawasan berhutan  atau dalam hal 
ini adalah belukar tua dan belukar muda adalah 
75 % sementara sisanya berupa tanah kosong 
dan tertutup awan. 

SEDANG 

4 3.1.4 Pengakuan para pihak 
terhadap kawasan 
dilindungi 

Keberadaan Kawasan Lindung PT SURYA HUTANI 
JAYA sudah ditetapkan melalui SK Internal 
Manajemen  dan dicantumkan didalam Dokumen 
RKUPHHK yang sudah disahkan namun sebagian 
masyarakat belum mengakui keberadaan 
kawasan lindung tersebut meskipun pihak PT 
SURYA HUTANI JAYA sudah pernah melakukan 
sosialisasi.   

SEDANG 

5 3.1.5 Laporan pengelolaan 
kawasan lindung hasil 
tata ruang areal/ land 
scaping 

PT Surya Hutani Jaya mempunyai laporan 
pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan 
terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata 
ruang areal.   

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

6 3.2.1 Ketersediaan prosedur 
perlindungan yang 
sesuai dengan jenis-
jenis gangguan yang 
ada. 

PT SURYA HUTANI JAYA mempunyai prosedur 
untuk seluruh jenis gangguan yang ada di areal 
pengelolaanya yang diantaranya meliputi 
pencurian, gangguan sosial, keadaan darurat, 
kebakaran dan hama penyakit.   

BAIK 

7 3.2.2 Sarana prasarana 
perlindungan 
gangguan hutan 

Hasil pengecekan di lapangan menunjukan 
bahwa PT SURYA HUTANI JAYA mempunyai 
fasilitas perlindungan hutan sesuai dengan 
ketentuan dan berfungsi dengan baik.   

BAIK 

8 3.2.3 SDM perlindungan 
hutan 

Menurut dokumen Daftar Karyawan PT SURYA 

HUTANI JAYA tahun 2013 terdapat personel 

Perlindungan Hutan sebanyak  10  Orang, 

Environment 6 orang 2 diantaranya adalah Ganis 

Keling.  R&D 16 orang khusus Pest & Desease 4 

orang dengan kualifikasi 2 peneliti dan 2 teknisi. 

Terdapat Departemen Humas dan Perlindungan 

Hutan, kemudian struktur yang berada bawahnya 

terdapat diantaranya Seksi Perlindungan Hutan 

dan Fire Safety, terdapat Departemen  

Operasional Control yang membawahi Seksi 

Penelitian dan pengembangan. 

SDM PT SURYA HUTANI JAYA untuk kegiatan 
Perlindungan Hutan dengan jumlah dan 
kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan 
ketentuan 

BAIK 

9 3.2.4 Implementasi 
perlindungan 
gangguan hutan 
(preemptif prreventif/ 
represif) 

Kegiatan perlindungan diimplementasikan 
melalui tindakan tertentu (preemptif/ 
preventif/represif) dengan mempertimbangkan 
seluruh jenis gangguan yang ada  yaitu hilangnya 
asset, bencana alam, kebakaran, social dan hama 
penyakit   

BAIK 

10 3.3.1 Ketersediaan prosedur 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

PT SURYA HUTANI JAYA mempunyai prosedur 
pengelolaan yang mencakup seluruh dampak 
terhadap tanah dan air akibat operasional  
kegiatan pemanfaatan hutan.  Berdasarkan  
dokumen AMDAL dampak yang mungkin timbul 
adalah meningkatnya sedimentasi, dan erosi, 
serta perusahan fisika tanah. 

BAIK 

11 3.3.2 Sarana pengelolaan 
dan pemantauan 
dampak terhadap 
tanah dan air 

PT SURYA HUTANI JAYA mempunyai sarana 
pengelolaan sesuai ketentuan dalam RKL RPL dan 
berfungsi dengan baik. Sarana berupa plot 
pengamatan erosi,pengamatan debit air sungai , 
stasiun oengamat curah hujan, kelembaban  dan 
suhu udara  

BAIK 

12 3.3.3 SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

PT SURYA HUTANI JAYA mempunyai personel 
penanggung jawab kegiatan namun jumlah yang 
berspesikasi Ganis Keling belum memenuhi 
ketentuan yang berlaku 

SEDANG 

13 3.3.4 Rencana dan Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

implementasi 
pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air 
(teknis sipil dan 
vegetatif). 

dampak terhadap tanah dan air dan 
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dan 
terdapat laporan Implementasi RKL RPL yang 
dilaporkan kepada instansi terkait 

14 3.3.5 Rencana dan 
implementasi 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan 
air. 

Terdapat rencana kegiatan pemantauan sifat 

tanah, debit air, erosi , sedimentasi. Disamping 

itu PT SURYA HUTANI JAYA mempunyai dokumen 

Rencana Pemantauan  Lingkungan (RPL) yang 

berisi rencana kegiatan pemantauan  perubahan 

iklim mikro, perubahan fisik tanah , perubahan 

daya dukung tanah , perubahan erosi tanah, 

perubahan fisik air . 

Laporan rutin terkait dengan kegiatan 

pemantauan tanah dan air yang sudah dilakukan 

oleh PT SRH diantaranya adalah : 

1. PT SURYA HUTANI JAYA mempunyai laporan 

Implementasi RKL RPL 2008 – 2013 yang 

berisi pengukuran debit air, sedimentasi, 

erosi,  kelembaban, suhu, kulaitas air, udara 

dll. Dalam laporan implementasi RKL RPL ini 

terdapat kegiatan pemantauan yang 

dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini 

laboratorium terakreditasi KAN, dan ada juga 

kegiatan yang dilakukan sendiri oleh 

personel yang telah terlatih (GANIS). 

2. Laporan Pengukuran Laju Erosi (SRH/E&K-

3_Form/031-ECD) 

3. Laporan Pengukuran Curah Hujan Harian 

(SRH/E&K-3_Form/033-FED) 

4. Rekapitulasi Pengukuran Debit Air dan 

Sedimentasi (SRH/E&K-3_Form/035A-FED) 

Laporan Pengukuran Debit dan Sedimentasi 2009 

– 2013. Berisi rekap pengukuran debit dan 

sedimentasi bulanan dimana dalam satu bulan 

pengukuran dilakukan setiap minggu sekali. 

BAIK 

15 3.3.6 Dampak terhadap 
tanah dan air. 

Berdasarkan dokumen AMDAL dan pengamatan 

lapangan terdapat indikasi terjadinya dampak 

yang besar dan penting terhadap tanah dan air, 

tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai 

ketentuan. 

SEDANG 

16 3.4.1 Ketersediaan prosedur 
identifikasi flora dan 
fauna yang dilindungi 
dan/ atau langka, 
jarang, terancam 

PT SRH mempunyai  prosedur identifikasi untuk 
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal pemegang izin. Prosedur  
tersebut mengacu pada ketentuan perundangan 

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

punah dan endemik 
mengacu pada 
perundangan yang 
berlaku. 

yang berlaku. 

17 3.4.2 implementasi kegiatan 
identifikasi 

Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh 
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang terdapat di 
areal pemegang izin.     

BAIK 

18 3.5.1 Ketersediaan prosedur 
pengelolaan flora yang 
dilindungi mengacu 
pada peraturan 
perundangan yang 
berlaku. 

Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh 
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang terdapat di 
areal pemegang izin. Prosedur mengacu pada 
peraturan perundangan yang berlaku.    

BAIK 

19 3.5.2 Implementasi kegiatan 
pengelolaan flora 
sesuai dengan yang 
direncanakan 

Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk 

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin. Pengelolaan 

berupa inventarisasi dan identifikasi, 

pemasangan papan larangan dan patrol kawasan 

lindung 

BAIK 

20 3.5.3 Kondisi spesies flora 
dilindungi dan/ atau 
jarang, langka dan 
terancam punah dan 
endemik 

Berdasarkan perbandingan dengan dokumen 

inventarisasi yang sudah dilakukan di areal PT. SRH 

dari waktu ke waktu , terdapat indikasi gangguan 

terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal pemegang izin. 

SEDANG 

21 3.6.1 Ketersediaan prosedur 
pengelolaan fauna 
yang dilindungi 
mengacu pada 
peraturan 
perundangan 

Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh 
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
teranca m punah dan endemik yang terdapat di 
areal pemegang izin.     

BAIK 

22 3.6.2 Realisasi pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan 
fauna sesuai dengan 
yang direncanakan 

Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk 
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat 
di areal pemegang izin.    
Khusus untuk orangutan PT SRH melakukan 
kegiatan yang lebih intensif dengan  kerjasama  
PT. Sumalindo Hutani Jaya, Ecositrop Unmul, 
PPHT Unmul. Kegiatan konservasi orangutan di 
PT SRH dimulai sejak 2006 yg telah dilakuakn 
melalui beberapa tahapan : 
1. Survey populasi dan distribusi orangutan 

2006 – 2012 
2. Desain koridor dan kawasan konservasi 

2008/2009 
3. Penyusunan dokumen evaluasi dan 

monitoring 2010, 2011 

BAIK 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

Tahapan kegiatan konservasi  orangutan meliputi  
1. Tahap identifikasi : penyediaan data dasar  

meliputi  kualitas habitat, populasi dan 
distribusi orangutan 

2. Tahap fasilitasi : pelatihan, penyediaan 
sarana dan prasarana bagi satgas, 
peningkatan SDM tingkat teknis ataupun 
manajemen 
- Dibentuk Satgas Penyelamatan Orangutan 

SK Kepala BKSDA Kaltim nomor SK. 
1809/BKSDA-1.4/2013 tanggal 25 Juni 
2013. Karyawan SURYA HUTANI JAYA 
yang menjadi anggota Satgas adalah 
Mujito, Samadi, Guntoro, Syahrul. 

- Nota Kesepahaman antara BKSDA Kaltim, 
BTNK dan PT SURYA HUTANI JAYA  
tanggal 13 Maret 2013 

 Nomor PKS.773/BKSDA-1.4/2013 

 Nomor NK.544 A/BTN-1/4/2013 

 Nomor 023/SP-MoU/SRH/LD/III/2013 
- Laporan Training Rencana Aksi Konservasi 

Orangutan “Manajemen Penyelamatan 
dan Pemantauan Orangutan Liar Secara 
Insitu dan Eksitu “ di Kawasan HTI 23 – 28 
Juni 2011. 

3. Tahap implementasi : pelaksanaan strategi 
konservasi di lapangan, penetapan kawasan 
koridor, membangun kesepakatan multipihak 
dan melakukan relokasi 

4. Tahap monitoring dan evaluasi :   
- CMP 
- BMP 
- Evaluasi kinerja satgas 
- Monitoring kajian populasi 

Evaluasi dan monitoring untuk kawasan relokasi 
(Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan 
Relokasi & Penyelamatan Orangutan Tahun 
2012) 

23 3.6.3 Kondisi spesies fauna 
dilindungi dan/ atau 
jarang, langka dan 
terancam punah dan 
endemik 

Terdapat gangguan kondisi keragaman spesies di 
areal PT SURYA HUTANI JAYA  tetapi ada upaya 
penanggulangan gangguan oleh pemegang izin. 
Secara khusus PT SRH telah melakukan kegiatan 
konservasi orangutan yang sangat intensif dan 
serius 
 

SEDANG 

 

D. SOSIAL 
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1 4.1.1 Ketersediaan 
dokumen/ laporan 
mengenai pola 
penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH 
setempat, identifikasi 
hak-hak dasar 
masyarakat hokum 
adat dan/atau 
masyarakat setempat, 
dan rencana 
pemanfaatan SDH 
oleh.pemegang izin.   
 

PT Surya Hutani Jaya telah menunjukan laporan 

atau dokumen yang memuat informasi pola 

penguasaan dan pemanfaatan  SDA/SDH oleh 

masyarakat sekitar, antara lain berupa: Dokumen 

Studi Diagnostik ( 1998), RKUPHHK-HT ( 2009-

2018), RKTUPHHK-HT (2009, 2010, 2011, 2012, 

dan 2013), dan PROJECT PLAN COMDEV (Tahun 

2009 – 2013).  Namun demikian, data dan 

informasi yang terdapat dalam dokumen 

tersebut di atas belum dimutakhirkan dengan 

mempertimbangkan perubahan-perubahan atau 

perkembangan dalam lima tahun terakhir. 

SEDANG 

2 4.1.2 Tersedia mekanisme 
pembuatan batas 
kawasan secara 
parsipatif dan 
penyelasian konflik 
batas kawasan 

Terdapat SOP Tata Batas Definitif yang 

mempersyaratkan adanya keikutsertaan  aparat 

kecamatan dan atau aparat desa  sebagai wakil 

masyarakat dalam kegiatan pembuatan  batas 

kawasan; dan tersedia juga SOP Resolusi Konflik 

Penyelesaian Lahan (No. Dokumen SRH/E&K-3 

P/016-HL) yang memerinci tahapan proses 

penyelesaian konflik lahan dimulai dari: 

pengajuan tuntutan atau klaim oleh masyarakat, 

mapping areal klaim dengan mengumpulkan data 

tentang  lokasi klaim, luas wilayah klaim, hingga 

penyelesaiannya yang mengedepankan jalan 

damai melalui musyawarah mufakat dengan para 

pihak yang terlibat.   

Beberapa dokumen menyebutkan bahwa SOP 

tersebut di atas telah sosialisasikan terpadu 

kepada perwakilan masyarakat Desa Manunggal 

Jaya dan Desa Sumber Sari.  Namun, bukti 

persetujuan para pihak termasuk masyarakat 

atas mekanisme yang ditetapkan pada kedua SOP 

tersebut di atas, tidak tersedia. 

SEDANG 

3 4.1.3 Tersedia mekanisme 
pengakuan hak-hak 
dasar masyarakat 
hokum adat dan 
masyarakat setempat 
dalam perencanaan 
pemanfaatan SDH 

Di lokasi terdapat sedikitnya 6 (enam) SOP yang 

mempersyaratkan pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat/ masyarakat setempat 

dalam perencanaan pemanfaatan SDH oleh PT 

Surya Hutani Jaya, yaitu: (1) SOP PMDH No. 

Dokumen SRH/E&K-3 P/017-HL, (2) SOP Resolusi 

Konflik Permasalahan Lahan  No. Dokumen 

SRH/E&K-3 P/016-HL, (3) SOP Partisipasi 

Masyarakat Dengan Pola Kemitraan (HTR)  No. 

Dokumen SRH/E&K-3 P/015-HL, (4) SOP Hutan 

Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. 

BAIK 
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Dokumen SRH/E&K-3 P/030-HL, (5) SOP Hasil 

Hutan Bukan Kayu  No. Dokumen SRH/EBK-

3P/033-HL, dan (6) SOP Perencanaan Kebutuhan 

Tenaga Kerja  No. Dokumen SRH/E&K-3P/002-

SDM. 

4 4.1.4 Tersedia batas yang 
memisahkan secara 
tegas antara kawasan/ 
areal kerja unit 
manajemen denga 
kawasan kehidupan 
masyarakat.   

Di lokasi terdapat Peta Lampiran Kepmenhut 

Nomor: 156/Kpts-II/1996 dan Peta Tata Ruang PT 

SRH yang antara lain menggambarkan sebaran 

areal penggunaan lain (APL) atau Kawasan Non 

Budidaya Kehutanan (KBNK).   

Hasil observasi lapangan diketahui bahwa 

kawasan KBNK berupa pemukiman, sawah, 

ladang, kebun kelapa sawit (perusahaan 

perkebunan dan masyarakat), semak belukar, 

dan tambang Batubara.  Tanda batas deliniasi 

areal konsesi dengan areal profit sharing milik 

masyarakat Desa Teratak ditemukan berupa 

patok kayu, dan jalur batas (parit) selebar + 1 

meter.  Sedangkan tanda-tanda batas deliniasi 

blok RKT 2006 dengan lahan masyarakat di Desa 

Long Laai hanya ditemukan Papan Informasi pada 

koordinat N 02° 12,975' dan E 116" 45,633'. 

SEDANG 

5 4.1.5 Terdapat persetujuan 
para pihak atas luas 
dan batas areal kerja 
IUPHHK 

Di lokasi terdapat dokumen Kesepakatan 

Bersama Antara PT SRH dengan Masyarakat Desa 

Teratak Kecamatan Muara Kaman, dilampiri peta 

lokasi, Berita Acara, dan Surat Perjanjian Kerja 

dengan Koperasi Masyarakat Desa Teratak 

tentang pemanfaatan kayu dan pembangunan 

HTI.   Namun, di lokasi lain masih ditemukan 

indikasi bahwa penetapan batas belum 

disepakati, contoh :  ditemukan beberapa rumah 

dan kegiatan perladangan masyarakat Desa 

Sumbersari (SP 1) di dalam areal kerja PT Surya 

Hutani Jaya yang telah dideliniasi dengan parit. 

 

SEDANG 

6 4.2.1 Ketersediaan dokumen 
yang menyangkut 
tanggung jawab social 
pemegang izin sesuai 
dengan peraturan-
perundangan yang 
relevan 

PT Surya Hutani Jaya  memiliki dokumen-
dokumen yang terkait dengan hak dan 
tanggungjawab sosial kepada masyarakat secara  
lengkap, antara lain : (1) Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor 156/Kpts-II/1996 tentang 
pemberian hak pengelolaan hutan tanaman, (2) 
RKUPHHK-HT 2009-2018 yang telah disetujui 
Kementerian Kehutanan, (3) dokumen 
RKTUPHHK, (4) Project Plan Comdev Tahunan, 
dan (5) Laporan Penyelesaian Permasalahan 
Lahan ( 2009-2013). 

BAIK 
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7 4.2.2 Ketersediaan 
mekanisme 
pemenuhan kewajiban 
social pemegang izin 
terhadap masyarakat 

PT Surya Hutani Jaya telah menyediakan dan 

mengimplementasikan sejumlah SOP yang terkait 

mekanisme palaksanaan pemenuhan kewajiban 

sosial, antara lain:   

(1) SOP PMDH No. Dokumen SRH/E&K-3 P/017-

HL,  

(2) SOP Resolusi Konflik Permasalahan Lahan  No. 

Dokumen SRH/E&K-3 P/016-HL,  

(3) SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola 

Kemitraan (HTR)  No. Dokumen SRH/E&K-3 

P/015-HL,  

(4) SOP Pemeriksaan Kesehatan Tenaga kerja   

No. Dokumen SRH/E&K-3 P/025-HL,  

(5) SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan 

(HTR-PK) No. Dokumen SRH/E&K-3 P/030-HL,  

(6) SOP  Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK)  

No. Dokumen SRH/E&K-3P/031-HL, dan  

(7) SOP  Rekrutmen dan Seleksi  No. Dokumen 

SRH/E&K-3P/003-SDM. 

Berdasar telaah dokumen-dokumen 

tanggungjawab sosial perusahaan, terdapat 

laporan atau dokumen Daftar kontraktor lokal 

yang menjadi rekanan kerja dan Dokumen 

Kerjasama dengan Koperasi masyarakat Desa 

Bunga Jadi  dalam kegiatan penanaman sayur-

sayuran. Akan tetapi kedua macam kegiatan ini 

belum memiliki  mekanisme atau SOP.  Menurut 

personel perusahaan bidang CD, kegiatan  

kerjasama penanaman sayuran mengacu pada 

SOP PMDH dan  SOP HHBK, sedang  kerjasama 

dengan kontraktor berdasar SOP tender.  Telaah 

lebih lanjut terhadap SOP PMDH, HHBK dan 

Tender  menunjukkan bahwa  ketiga SOP 

tersebut di atas  bukan merupakan mekanisme 

atau  acuan pelaksanaan kegiatan peningkatan 

usaha produktif maupun  kerjasama  

pembangunan HTI dengan kontraktor lokal. 

SEDANG 
 

8 4.2.3 Kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat 
mengenai hak dan 
kewajiban pemegang 
izin terhadap 
masyarakat dalam 
mengelola SDM 

Terdapat bukti bahwa PT Surya Hutani Jaya  telah 

melakukan kegiatan  sosialisasi   mengenai hak 

dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, 

antara lain: (1) di  Desa Teratak  Kecamatan 

Muara Kaman pada  Tanggal 27 Mei Tahun 2010, 

(2) di Desa Manunggal Jaya SP II  dan Sosialisasi 

Terpadu  yang di selenggarakan  di  Desa Sumber 

SEDANG 
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Sari SP I pada Tanggal 28 Juni 2012.   Akan tetapi 

sasaran sosialisasi belum mencakup seluruh  

elemen  masyarakat dalam artian masih ada 

sebagian masyarakat yang belum mendapatkan 

sosialisasi dari perusahaan, misalnya, ada 

pengakuan dari aparat Desa Senamang dan Desa 

Bunga Jadi bahwa pihaknya beserta masyarakat 

tidak mendapat sosilisasi dari PT SRH. 

9 4.2.4 Realisasi pemenuhan 
tanggung jawab social 
terhadap masyarakat/ 
implementasi hak-hak 
dasar masyarakat 
hokum adat dan 
masyarakat setempat 
dalam pengelola SDH. 

PT Surya Hutani Jaya memiliki bukti pemenuhan  

tanggungjawab sosial terhadap masyarakat 

secara lengkap, antara lain berupa: 

- Laporan pelaksanaan comdev tahun 
RKTUPHHK-HT 2009 s/d 2013; 

- Membina dan mengembangkan  Koperasi 
Karyawan dan/atau KUD melalui pemberian 
pinjaman modal kerja koperasi karyawan  PT 
SRH dan koperasi masyarakat  Desa Teratak, 
Puan Cepak, Bunga Jadi,dll; 

- Rekrutmen tenaga kerja lokal dari  desa-desa  
pada segmen pekerjaan tertentu dan pekerja 
dari luar daerah 

BAIK 

10 4.2.5 Ketersediaan laporan / 
dokumen terkait 
pelaksanaan tanggung 
jawab social pemegang 
izin termasuk ganti rugi 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 
atau laporan terkait  pelaksaan tanggung jawab 
sosial pemegang  izin kepada mayarakat  secara 
lengkap berupa laporan program community 
development. 

BAIK 

11 4.3.1 Ketersediaan data dan 
informasi masyarakat 
hokum adat dan/ atau 
masyarakat setempat 
yang terlibat, 
tergantung oleh 
aktivitas pengelola 
SDH 

Data dan informasi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH oleh PT Surya Hutani Jaya 

antara lain terdapat pada dokumen AMDAL, 

Study Diagnostik, RKUPHHK-HT,  Daftar 

Kontraktor Lokal, dan Laporan Kegiatan Comunity 

Development PT SRH Tahun 2009 – 2013.  Namun 

demikian, informasi yang terdapat pada 

dokumen tersebut di atas belum dimutakhirkan 

sesuai dengan informasi kondisi lima tahun 

terakhir. 

Berdasarkan Daftar Karyawan periode September 

2013, terdapat sedikitnya 318 orang yang 

tergantung kepada PT Surya Hutani Jaya sebagai 

karyawan tetap, 238 orang (71,7%) diantaranya  

merupakan penduduk setempat dari daerah di 

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.  

Daftar kontraktor lokal juga mencatat 50 

kontraktor lokal yang berasal dari Kecamatan 

SEDANG 
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Muara Kaman, Kecamatan Sebulu, dan 

Kecamatan Muara Bengkal. 

12 4.3.2 Ketersediaan 
mekanisme 
peningkatan peran 
serta dan aktivitas 
masyarakat hukum 
adat dan/ atau 
masyarakat setempat 

Auditee memiliki dokumen laporan kegiatan 

Peningkatan Usaha Produktif seperti Kerjasama 

dengan Koperasi masyarakat Desa Bunga Jadi 

dalam usaha penanaman sayur. Selain itu juga 

terdapat dokumen Laporan Daftar nama 

Kontraktor Lokal. Penelaahan terhadap 

dokumen-dokumen prosedur yang dimiliki 

audtee  memberikan data dan informasi bahwa  

PT Surya Hutani Jaya tidak/belum memiliki 

prosedur pelaksanaan kegiatan peningkatan 

usaha produktif masyarakat dan acuan 

pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan 

kontraktor (lokal).  Standar prosedur yang 

digunakan untuk kegiatan ini adalah SOP PMDH 

dan SOP HHNK  serta SOP  Tender, akan tetapi 

setelah dilakukan pengkajian  ketiga SOP 

tersebut di atas tidak sesuai untuk dijadikan 

standar prosedur  pelaksanaan kegiatan 

peningkatan Usaha Produktif dan  kerjasama 

dengan kontraktor. 

Lihat penjelasan verifier 4.2.2 di atas.  

SEDANG 

13 4.3.3 Keberadaan dokumen 
rencana pemegang izin 
mengenai kegiatan 
peningkatan peran 
serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat. 

Dokumen-dokumen perencanaan mengenai 

peningkatan peran serta dan aktivitas  ekonomi 

masyarakat lokal yang dimiliki audtee antara lain  

Dokumen Studi Diagnostik ( 2009) ; RKU UPHHK ( 

Revisi ), RKT UPHHK Tahun 2009 – 2013 dan 

Project Plan Comunity Development ( CD).  Data 

dan informasi dalam Dokumen Studi Diagnostik  

digunakan sebagai dasar  membuat rencana 

CD/CSR.  RKUPHHK, merupakan perencanaan 

kelola sosial dalam jangka panjang  ( 10 tahunan)  

atau global  termasuk di dalamnya peningkatan 

peran serta dan aktivitas  ekonomi masyarakat., 

sedangkan RKT memuat rencana  kegiatan  dari 

seluruh aspek atau  dan  Project Plan adalah 

dokumen khusus menyangkut rencana/ program-

program  CD/CSR. Dalam janga waktu penilaian  ( 

RKT 2009 – 2013 ) program peningkatan peran 

serta dan aktivitas  ekonomi masyarakat  selalu 

mendapat prioritas. Jenis kegiatan dan  sasaran 

program  setiap tahun,  direncanakan secara 

lengkap termasuk mengakomodir usulan-usulan 

SEDANG 
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dari masyarakat. 

14 4.3.4 Implementasi kegiatan 
peningkatan peran 
serta dan aktivitas 
masyarakat hokum 
adat dan atau 
masyarakat setempat 
oleh pemegang izin 
yang tepat sasaran. 

Berdasarkan Laporan PMDH tahun 2009-2013 

diketahui bahwa realisasi biaya pelaksanan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

bagi masyarakat melalui program Community 

Development oleh PT Surya Hutani Jaya 

mencapai >70% setiap tahunnya, masing-masing 

adalah 125,2% (tahun 2009), 86,95% (tahun 

2010), 77,08% (tahun 2011), dan 95,95% (tahun 

2012). 

Berdasarkan Daftar Karyawan periode September 

2013, terdapat sedikitnya 318 orang yang 

mendapatkan manfaat langsung atas keberadaan 

PT SRH sebagai tenaga kerja tetap, dan 238 orang 

(71,7 %) diantaranya merupakan penduduk lokal 

dari daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 

Kutai Timur. 

BAIK 

15 4.3.5 Keberadaan dokumen/ 
laporan mengenai 
pelaksanaan distribusi 
manfaat kepada para 
pihak 

PT SRH  memiliki dokumen/laporan realisasi 

distribusi manfaat kepada karyawan, masyarakat 

dan negara secara lengkap dan jelas, antara lain 

berupa Laporan periodik Pelaksanaan PMDH dan 

Laporan realisasi program community 

development  tahun 2009 sampai 2013. 

BAIK 

16 4.4.1 Tersedia mekanisme 
resolusi konflik 

Berdasarkan telaah terhadap  SOP  Resolusi 

Konflik Penyelesaian Lahan (No. Dokumen 

SRH/E&K-3 P/016-HL) , dapat disimpulkan  bahwa  

auditee  memiliki prosedure atau mekanisme 

yang  baik menyangkut penyelesaian konflik.  

Telaah  terhadap dokumen Job Description, 

menunjukkan bahwa  manajemen telah  

mendistribusikan tugas, kewajiban  dan  

wewenang pada masing-masing bagian . 

Penanganan  pertama  terhadap konflik 

dilakukan oleh   Forest Protection  Unit masing-

masing distrik. Penyelesaian konflik selanjutnya 

dilakukan secara berjenjang  disesuaikan dengan 

jenis konflik dan besaran konflik yang terjadi.  

Kesesuaian antara standar prosedur  pelaksanaan 

kegiatan dilihat dari praktek penyelesaian konflik 

yang pernah dilakukan perusahaan.  Dapat 

disimpulkan bahwa  implementasi resolusi konflik 

yang  dilaksanakan  sesuai  dan mengacu pada 

standar prosedur yang  digunakan. 

BAIK 
 

 

17 4.4.2 Tersedia peta konflik Terdapat beberapa dokumentasi/rekaman yang BAIK 
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mendeskripsikan konflik lahan mencakup 

identifikasi  mengenai lokasi,  jenis, pelaku  dan 

sumber  potensi konflik serta  

mencari/menentukan alternatif  pencegahan, 

pemantau dan prioritas tindakan terkait dengan 

potensi konflik yang teridentifikasi.  

Dokumen/rekaman tersebut terdiri dari:  Data 

Penyelesaian Lahan (2009 – 2013), Kronologis  

Penyelesaian Permasalahan Lahan (2007 – 2013), 

Monitoring Permasalahan Lahan (2009 – 2013), 

Pemetaan Konflik dan Deskripsi Konflik. 

18 4.4.3 Adanya kelembagaan 
resolusi konflik yang 
didukung oleh para 
pihak 

Terdapat Job Description yang menjelaskan 
bahwa Area Manager bertanggungjawab  atas 
seluruh kegiatan operasional pembangunan 
hutan tanaman termasuk pembinaan masyarakat 
Desa Hutan (Community Development) dan 
penyelesaian konflik.  Dalam hal penyelesaian 
konflik, Area Manager dibantu oleh Forest 
Management Unit.    

BAIK 

19 4.4.4 Ketersediaan dokumen 
proses penyelesaian 
konflik yang pernah 
terjadi. 

Terdapat Dokumen-dokumen yang berisi tentang 
catatan  peristiwa, data dan informasi tentang 
konflik yang terjadi antara perusahaan dengan 
kelompok masyarakat dan pemerintahan desa 
sejak awal pengelolaan hutan hingga saat ini. 
Antara lain (1) Laporan Penyelesaian 
permasalahan lahan, dan (2) Monitoring dan data 
permasalahan lahan. Berdasarkan telaah 
terhadap  dokumen-dokumen tersebut di atas  
memberikan informasi bahwa sejak awal 
melakukankegiatan eksploitasi hingga saat ini  
terjadi konflik dengan masyarakat. Beberapa 
konflik dapat diselesaikan, beberapa konflik yang 
lain masih dalam  upaya-upaya untuk 
diselesaikan 

BAIK 

20 4.5.1 Adanya hubungan 
industrial 

PT Surya Hutani Jaya  telah mengikat perjanjian 
kerja dengan para karyawan berdasarkan  
Perjanjian Kerja Bersama ( PKB)  yang telah 
disahkan oleh instansi terkait.    Seluruh Klausul 
yang tercantun dalam dokumen PKB Periode 
2012 -2014   telah direalisasikan oleh perusahaan 

BAIK 

21 4.5.2 Adanya rencana dan 
realisasi 
pengembangan 
kompetensi 

Terdapat dokumen Rencana dan Realisasi 

Pelatihan Tahunan (2009 s/d 2013) yang 

memerinci jenis pelatihan dan jumlah peserta 

yang akan diikutsertakan.  Tahun 2009 tercatat 

10 jenis pelatihan yang direncanakan dan 

direalisasikan, sedangkan tahun 2013 terdapat 9 

jenis pelatihan yang direncanakan namun tidak 

ada bukti realisasinya. 

SEDANG 
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NO. VERIFIER 
HASIL VERIFIKASI (DOKUMEN DAN OBSERVASI 

LAPANGAN) 
KECENDERUNGAN 

NILAI 

Rencana pelatihan sebelum tahun 2010 yang 
belum direalisasikan, tidak direncanakan lagi 
pada tahun-tahun berikutnya. 

22 4.5.3 Dokumen standar 
jenjang karir 

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap 
dokumen PKB,  Struktur Organisasi dan job 
description, SOP  dan Surat Keputusan Direksi , 
menunjukkan  bahwa PT Surya Hutani Jaya  
memiliki dokumen standar Jenjang karier secara 
lengkap dan telah menimplementasikan 
seluruhnya. Jenjang karir seseorang karyawan 
telah diatur di dalam pasal 63 dan 64 dokumen 
PKB 2012-2014 yang disepakati sedangkan 
mekanisme dan standar penilaiannya telah diatur 
di dalam SOP Penilaian Kinerja Akhir Tahun.  
Dijelaskan pada dokumen tersebut, bahwa 
karyawan yang berhak mendapatkan promosi 
adalah karyawan yang berprestasi atau  memiliki 
kinerja  sangat baik atau luar biasa. 

BAIK 

23 4.5.4 Adanya dokumen 
tunjangan 
kesejahteraan 
karyawan. 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2012–

2014 memerinci jenis tunjangan kesejahteraan 

bagi karyawan sebagai berikut: (1) Kepesertaan 

dalam program Jaminan sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) yang meliputi asuransi kesehatan 

dan asuransi jiwa, dan jaminan hari tua (MPP);  

(2) Keanggotaan koperasi karyawan; dan (3) 

Penyediaan sarana sosial lainnya yang 

mencakup sarana kerohanian, olah raga, 

kesenian, santunan kedukaan, dan sumbangan  

pernikahan.    

Bukti kepesertaan Jamsostek ditunjukan dalam 

bentuk kartu dan bukti setor Jamsostek.  Hasil 

observasi di sekitar emplacement, ditemukan 

sarana umum yang memadai antara lain: 

mesjid, gereja, lapangan sepak bola, lapangan 

tenis meja, lapangan bulu tangkis, dan 

perumahan karyawan. 

BAIK 

 

E. PENILAIAN VLK (Verifikasi Legalitas Kayu) 

KRITERIA INDIKATOR VERIFIER HASIL VERIFIKASI AUDITOR KESIMPULAN 

K.1. 1. Areal 
unitmanaje
men hutan 
terletak di 
kawasan 
hutan 

1.1.1.  
Pemegang izin 
mampu 
menunjukkan 
keabsahan Izin 
Usaha 

a). Dokumen legal 
terkait perizinan 
usaha (SK 
IUPHHKHA/HT/RE
/ Pemegang Hak 
Pengelolaan 

PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen 
legalitas dan SK IUPHHK-HA  No. 156/Kpts-
II/1996 tanggal 8 April 1996  tentang 
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas 
± 183.300 (Seratus Delapan Puluh Tiga 

MEMENUHI 
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produksi.  
 

Pemanfaatan 
Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK). 

Ribu Tiga Ratus) Hektar di Provinsi Daerah 
Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT 
Surya Hutani Jaya. SK IUPHHK-HT 
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan 
Djamaludin Suryohadikusumo di Jakarta 
pada tanggal 8 April 1996.  Terdapat Cap 
dari Kementerian Kehutanan pada salinan 
sesuai dengan aslinya oleh Kepala Biro 
Hukum dan Organisasi  YB. Widodo 
Sutoyo, SH. NIP 080023934. Terdapat 
lampiran peta yang ditandatangani dan 
dicap 

b).  Bukti 
pemenuhan 
kewajiban Iuran 
Izin Usaha 
Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu 
(IIUPHHK). Tidak 
berlaku untuk 
Pemegang Hak 
Pengelolaan 

Areal konsesi PT Surya Hutani Jaya 
merupakan areal take over dari 
perusahaan lain sehingga diasumsikan 
bahwa pembayaran IIUPHK telah 
dibayarkan oleh perusahaan sebelumnya. 
Tidak adanya penagihan dari  Kementerian 
Kehutanan mengindikasikan bahwa iuran 
IUPHHK terhadap areal konsesi tersebut 
telah dilunasi dan dibayarkan oleh 
Pemegang izin sebelumnya sesuai dengan 
ketentuannya. Penelusuran dokumen 
bukti audit kepada Kementerian 
Kehutanan sedang dalam proses 
berdasarkan surat Direktur Utama PT 
Surya Hutani Jaya nomor 03/SRH-
JKT/IX/2013 tanggal 26 September 2013 

MEMENUHI 

K2.1. 
Pemegang 
izin memiliki 
rencana 
penebangan 
pada areal 
tebangan 
yang 
disahkan 
oleh  
pejabat yang 
berwenang. 

2.1.1 
RKUPHHK/RPK
H dan Rencana 
Kerja Tahunan 
(RKT/ Bagan 
Kerja/RTT) 
disahkan oleh 
yang 
berwenang. 

a. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH, 
RKT/ Bagan 
Kerja/RTT beserta 
lampirannya yang 
telah disahkan 
oleh pejabat yang 
berwenang, 
meliputi : 
1. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH 
& lampirannya 
yang 
disusun 
berdasarkan 
IHMB/risalah 
hutan dan 
dilaksanakan oleh 
Ganis PHPL 
Timber Cruising 
dan/atau Canhut 
2. Dokumen 
RKT/RTT yang 

PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen 
RKUPHHK yang telah disahkan dan 
dilengkapi dengan lampiran petanya. 
Dokumen RKTUPHHK Tahun 2013 dan 
Tahun 2012 telah disahkan secara self 
approval oleh Direksi PT Surya Hutani Jaya 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEMENUHI 
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disusun 
berdasarkan 
RKU/RPKH  dan 
disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang atau 
yang disahkan 
secara self 
approval 
3. Peta rencana 
penataan areal 
kerja yang dibuat 
oleh Ganis PHPL 
Canhut 
 

b. Peta areal yang 
tidak boleh 
ditebang pada 
RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan 
bukti 
implementasinya 
di lapangan 

PT.Surya Hutani Jaya memiliki Peta 
RKTUPHHK-HTI tahun 2013 dan tahun 
2012 yang memuat areal-areal yang tidak 
boleh ditebang. Peta Lampiran RKTUPHHK 
tahun 2013 dan tahun 2012 telah 
disahkan dan ditandatangani oleh Direktur 
Utama dan Kuasa Direksi PT Surya Hutani 
Jaya dan distempel. Terdapat SK 
Manajeman tentang Penetapan Kawasan 
Lindung Nomor 008/SK-SRH/VI/2012 
tanggal 20 Juni 2012. Hasil verifikasi 
lapangan diperoleh bukti implementasi 
dan pemberian tanda batas yang jelas 

MEMENUHI 

 
c. Penandaan 
lokasi blok 
tebangan/ blok 
RKT/petak RTT 
yang jelas di peta 
dan terbukti di 
lapangan 

Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT 
Surya Hutani Jaya tahun 2013 dan tahun 
2012 yang sah skala 1 : 100.000 terdapat 
penandaan petak-petak tebangan yang 
disahkan dan diarsir dengan jelas. Hasil 
observasi di lapangan ditemukan bukti 
dan tanda batas blok, petak yang 
konsisten dan mudah dikenali Tanda-
tanda maupun Batas blok tebangan dan 
petak tebangan ditemukan di lapangan 
dan sesuai dengan aturan 

MEMENUHI 

K2.2 Adanya 
rencana 
kerja yang 
sah 

2.2.1 Pemegang 
izin mempunyai 
rencana kerja 
yang sah sesuai 
dengan 
peraturan yang 
berlaku 

a. Dokumen 
Rencana Kerja 
Usaha 
Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu 
RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) 
dengan lampiran-
lampirannya 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki 
dokumen RKUPHHK-HTI Revisi untuk 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 
tahun 2009 – 2018.  Dokumen telah 
disahkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor : SK.90/VI-BUHT/2013 
Tanggal 21 Desember 2012 distempel dan 
dilampiri dengan Peta RUPHHK-HT yang 
sah dan distempel 

MEMENUHI 

b. Kesesuaian 
lokasi dan volume 
pemanfaatan 

Tidak diverifikasi (not applicable, N/A). PT 

Surya Hutani Jaya tidak melakukan 

penyiapan lahan  dengan melakukan 

N/A 
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kayu hutan alam 
pada areal 
penyiapan lahan 
yang diizinkan 
untuk 
pembangunan 
hutan tanaman 
industri. 

pemanfaatan kayu hutan alam untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

Namun kegiatan penyiapan lahan berasal 

dari petak-petak  penebangan/harvesting 

pada areal  hutan tanaman industri atas 

tanaman RKT. 

 

2.2.2 Seluruh 
peralatan yang 
dipergunakan 
dalam kegiatan 
pemanenan 
telah memiliki 
izin 
penggunaan 
peralatan dan 
dapat 
dibuktikan 
kesesuaian fisik 
di lapangan 
(tidak berlaku 
untuk 
Pemegang Hak 
Pengelolaan) 

Izin peralatan dan 
mutasi 

Peralatan yang digunakan untuk 
operasional PT Surya Hutani Jaya sesuai 
dengan daftar rencana peralatan yang 
telah diizinkan dan disahkan dalam RKT 
tahun 2013 

MEMENUHI 

K3.1 
Pemegang 
izin 
menjamin 
bahwa 
semua kayu 
yang 
diangkut 
dari Tempat 
Penimbunan 
Kayu (TPK) 
hutan ke 
TPK Antara 
dan dari TPK 
Antara ke 
industri 
primer hasil 
hutan 
(IPHH)/pasar
, 
mempunyai 
identitas 
fisik dan 
dokumen 
yang sah 

3.1.1 Seluruh 
kayu bulat yang 
ditebang 
/dipanen atau 
yang dipanen/ 
dimanfaatkan 
telah di– LHP-
kan 

Dokumen LHP 
yang telah 
disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang 

PT Surya Hutani Jaya memiliki petugas 
yang berwenang untuk membuat dan 
menerbitkan LHP dan Petugas P2LHP. 
Buku ukur dibandingkan dengan LHP 
bersesuaian dan di lapangan terdapat 
tumpukan kayu sesuai dengan buku 
ukurnya 

MEMENUHI 

3.1.2. Seluruh 
kayu yang 
diangkut keluar 
areal izin 
dilindungi 
dengan surat 
keterangan 
sahnya hasil 
hutan 

Surat 
keterangan 
sahnya hasil 
hutan dan 
lampirannya 
dari : 
-TPK hutan ke 

TPK Antara, 
-TPK hutan ke 

industri primer 
dan/atau 
penampung 
kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke 
industri primer 
hasil hutan 
dan/atau 
penampung kayu 

PT Surya Hutani Jaya pada periode audit 
mengangkut kayu dari TPn hutan ke 
tujuan pengiriman kayu di Industri 
Chipmill PT. SBSA dilindungi dengan FA-KB 
yang dilampiri DKBK dan diterbitkan oleh 
Pejabat Penerbit FA-KB yang telah 
memiliki register penerbit FA-KB  sesuai 
ketentuan 

MEMENUHI 
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terdaftar 

3.1.3. 
Pembuktian asal 
usul kayu bulat 
(KB) dari 
pemegang 
IUPHHK-HA/ 
IUPHHK-HT/ 
IUPHHK-
RE/Pemegang 
Hak 
Pengelolaan 

a. Tanda-tanda 
PUHH/ 
barcode  

pada kayu 
dari 
pemegang 
IUPHHK-HT/ 
IUPHHK-HT/ 
IUPHHK-
RE/Pemegang 
Hak 
Pengelolaan 
bisa dilacak 
balak 

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan 
menunjukkan bahwa PT Surya Hutani Jaya 
telah melakukan penandaan terhadap 
kayu mulai dari tumpukan di TPn yang 
ditemukan identitasnya di lapangan dan 
penandaan kayu berupa nomor 
tumpukan, petak, zone, Panjang lebar dan 
tinggi tumpukan 

MEMENUHI 

b. Identitas kayu 
diterapkan 
secara 
konsisten 
oleh 
pemegang izin 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Faktur 

Angkutan dan Bon trip diketahui bahwa 

terdapat alamat tempat muat kayu 

berupa nomor Petak dan Zone. Pada 

penelusuran alur kayu membuktikan 

bahwa pada Petak dan Zone tersebut 

terdapat bekas tebangan. Terdapat sistem 

yang diterapkan oleh PT Surya Hutani Jaya 

untuk penatausahaan hasil hutan kayu 

yang memungkinkan penelusuran asal 

usul kayu dan menerapkannya secara 

konsisten. 

MEMENUHI 

3.1.4. 
Pemegang izin 
mampu 
membuktikan 
adanya catatan 
angkutan kayu 
ke luar TPK 

Arsip SKSKB dan 
dilampiri Daftar 
Hasil Hutan (DHH) 
untuk hutan 
alam, dan arsip 
FAKB dan 
lampirannya 
untuk hutan 
tanaman 

PT Surya Hutani Jaya selama periode audit 
telah menerbitkan dokumen FA-KB yang 
menyertai pengangkutan dari TPn ke TPK 
Industri. Dokumen FA-KB lengkap dan sah 
dilampiri oleh DKBK dan diterbitkan oleh 
Pejabat Penerbit FA-KB yang sah 

MEMENUHI 

K3.2 
Pemegang 
izin telah 
melunasi 
kewajiban 
pungutan 
pemerintah 
yang terkait 
dengan kayu 

3.2.1. 
Pemegang izin 
menunjukkan 
bukti pelunasan 
Dana Reboisasi 
(DR) dan atau 
Provisi Sumber 
Daya Hutan 
(PSDH). 

a).  Dokumen SPP 
(Surat Perintah 
Pembayaran) 
DRdan/atau PSDH 
telah diterbitkan. 

Dokumen SPP yang diterbitkan oleh 
Pejabat Penagih SPP sesuai dengan LHP 
yang disahkan baik dari kelompok jenis, 
volume maupun tarif serta telah 
dibayarkan sesuai dengan bukti setor. 

MEMENUHI 

b).  Bukti Setor DR 
dan/atau PSDH 

PT Surya Hutani Jaya telah melakukan 
pelunasan pembayaran PSDH sesuai 
dengan dokumen SPP. Data yang 
tercantum dalam dokumen baik volume, 
jenis maupun tarif telah sesuai. Terdapat 
bukti setor PSDH yang sesuai dengan SPP 
yang diterbitkan 

MEMENUHI 

c).  Kesesuaian PT Surya Hutani Jaya telah melakukan MEMENUHI 
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tarif DR dan PSDH 
atas kayu hutan 
alam (termasuk 
hasil kegiatan 
penyiapan lahan 
untuk 
pembangunan 
hutan tanaman) 
dan kesesuaian 
tarif PSDH untuk 
kayu hutan 
tanaman 

pelunasan pembayaran PSDH sesuai 
dengan dokumen SPP. Data yang 
tercantum dalam dokumen telah sesuai 
dengan tarif yang berlaku 

K3.3 
Pengangkuta
n dan 
perdaganga
n antar 
pulau 

3.3.1Pemegang 
izin yang 
mengirim kayu 
bulat antar 
pulau memiliki 
pengakuan 
sebagai 
Pedagang Kayu 
Antar Pulau 
Terdaftar 
(PKAPT). 
 
 

Dokumen PKAPT PT Surya Hutani Jaya tidak menjual kayu 

ke luar pulau Kalimantan, pengangkutan 

dan penjualan kayu hanya ke Pabrik 

Chipmill  PT. Sarana Bina Semesta Alam 

(PT. SBSA)  yang beralamat di Dusun 

Tanjung Karas Desa Rantau Hempang RT. 

10, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten 

Kutai Kartanegara.Dengan demikian 

verifier ini tidak diverifikasi. (N/A) 

 

N/A 

3.3.2 
Pengangkutan 
kayu bulat yang 
menggunakan 
kapal harus 
kapal yang 
berbendera 
Indonesia dan 
memiliki izin 
yang sah. 

Dokumen yang  
menunjukkan 
identitas kapal. 

Sesuai dengan verifier 3.3.1. verifier pada 

indikator 3.3.2 ini juga tidak diverifikasi 

atau N/A karena PT Surya Hutani Jaya 

dalam proses pengangkutan dilakukan 

melalui jalan darat dengan menggunakan 

alat angkut berupa truck dan tronton.    

 

N/A 

K4.1 
Pemegang 
izin telah 
memiliki 
Analisa 
Mengenai 
Dampak 
Lingkungan 
(AMDAL)/ 
Dokumen 
Pengelolaan 
dan 
Pemantauan 
Lingkungan 
(DPPL)/Upay
a 

4.1.1 Pemegang 
izin telah 
memiliki 
Dokumen 
AMDAL/DPPL/U
KL-UPL meliputi 
Analisa Dampak 
Lingkungan 
(ANDAL), 
Rencana Kelola 
Lingkungan 
(RKL), dan 
Rencana 
Pemantauan 
Lingkungan 
(RPL) yang telah 

Dokumen 
AMDAL/DPPL/UK
LUPL/RKL-RPL 

Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri 
atas Laporan Utama ANDAL dan Ringkasan 
Eksekutif, RKL dan RPL atas nama PT Surya 
Hutani Jaya di Kabupaten Dati II Kutai 
Propinsi Dati I Kalimantan Timur, yang 
disusun pada bulan Januari 1995 dan telah 
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. 

MEMENUHI 
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Pengelolaan 
Lingkungan 
(UKL) dan 
Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan 
(UPL) & 
melaksanaka
n kewajiban 
yang 
dipersyaratk
an dalam 
dokumen 
lingkungan 
tersebut 

disahkan sesuai 
peraturan yang 
berlaku 
meliputi 
seluruh areal 
kerjanya. 

4.1.2 Pemegang 
izin memiliki 
laporan 
pelaksanaan 
RKL dan RPL 
yang 
menunjukkan 
penerapan 
tindakan untuk 
mengatasi 
dampak 
lingkungan dan 
menyediakan 
manfaat sosial. 

a. Dokumen RKL 
dan RPL 

Terdapat dokumen RKL dan RPL PT Surya 
Hutani Jaya yang disusun pada Januari 
1995. Kedua dokumen tersebut telah 
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995 
 

MEMENUHI 

b. Bukti 
pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan 
dampak penting 
aspek fisikkimia, 
biologi dan sosial 

PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen 
Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) dan 
laporan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan. Dokumen Laporan 
Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan HP-HTI PT Surya 
Hutani Jaya telah dibuat sesuai dengan 
rencana dan dampak penting yang terjadi 
di lapangan serta didistribusikan kepada 
instansi terkait. 
 

 
 
MEMENUHI 

K.5.1. 
Pemenuhan 
ketentuan 
Keselamatan 
dan 
Kesehatan 
Kerja (K3) 

5.1.1. Prosedur 
dan 
implementasi 
K3 

a. Implementasi 
prosedur K3. 

1. Terdapat Standard Operational 
Prosedure (SOP) Safety and Health 
yang berkaitan dengan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Surya 
Hutani Jaya 

2. Terdapat organisasi/struktur P2K3 
yang telah disahkan oleh Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 
Nomor : KEP.566/437/P2K3/PPK/ 
DTKT/2013, tanggal 21 Februari 2013 
tentang Pengesahan Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(P2K3) PT Surya Hutani Jaya. 

MEMENUHI 

b.Ketersediaan 
peralatan K3  

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki 
peralatan K3 dan masih perlu 
direkomendasikan untuk pemenuhan dan 
penambahannya. Secara umum telah 
memiliki dan melengkapi peralatan K3 dan 
berfungsi dengan baik. 

MEMENUHI 

c. Catatan 
kecelakaan kerja 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki 
catatan kecelakaan kerja yang dilaporkan 
setiap bulannya. 
Laporan triwulan P2K3 yang dikirimkan 
kepada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kalimantan Timur. Dalam 
Laporan P2K3 disampaikan tentang 

MEMENUHI 
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kondisi ketenagakerjaan dan pelaksanaan 
K3 di PT SRH termasuk pelaksanaan 
program K3, Evaluasi kegiatan, analisa 
kecelakaan, pelaporan dan pendataan 
kecelakaan dll. 

5.2.1.Kebebasan 
berserikat bagi 
pekerja 

Ada serikat 
pekerja atau 
kebijakan 
perusahaan yang 
membolehkan 
untuk 
membentuk atau 
terlibat dalam 
kegiatan serikat 
pekerja 

Pekerja dan karyawan PT Surya Hutani 
Jaya telah membentuk serikat pekerja dan 
tergabung dalam Serikat Pekerja 
Perkayuan Perhutanan dan Umum 
Seluruh Indonesia (PUK SP Kahutindo). 

MEMENUHI 

5.2.2. Adanya 
Kesepakatan 
Kerja Bersama 
(KKB) atau 
Peraturan 
Perusahaan 
(PP) 

Ketersediaan 
Dokumen KKB 
atau PP 

 PT Surya Hutani Jaya telah memiliki 
dokumen PKB yang ditandatangani 
antara wakil pengusaha dengan wakil 
pekerja atau serikat pekerja 

 Terdapat SK Kepala Disnakertran 

Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 

KEP.560/036/B.PHI&JSTK/DTKT 

tanggal 9 Januari 2012 tentang 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) antara PT.Surya Hutani Jaya  

dengan Serikat Pekerja Kahutindo 

PT.Surya Hutani Jaya,  ditanda tangani 

oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur (Ir.H.Ichwansyah, MM, 

Nip.19590623 198601 1 002) dan 

dicap 

MEMENUHI 

5.2.3. Tidak 
mempekerjaka
n anak di 
bawah umur 

Tidak ada pekerja 
yang masih di 
bawah umur 

Berdasarkan dokumen daftar karyawan 
yang dikeluarkan PT SRH, jumlah 
karyawan periode Agustus 2013 terdapat  
beberapa karyawan yang termuda yaitu 
atas nama Anthony William Mulia 
karyawan dalam masa percobaan sebagai 
Logistik Officer di Distrik Santan yang lahir 
di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1994 dan 
mulai bekerja pada tanggal 18 Juli 2013 
pada saat berumur 19 tahun 4 bulan 

MEMENUHI 

 



TrustEnd* Prima Karya

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPPHPL PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 00ai DUIKEP.SerIf./PHPUX/2013

Tentang

Keputusan Re-Sertifikasi Pengeiolaan Huian Produksi Lesiari (PHPL) pada

IUPHHK Hutan Tanaman PT. Surya HutaniJaya

SK IUPHHK Nomor SK. 156/Kpts-II/1996 Tanggal B April 1996

Direktur Utama LPPHPL PT. Trustindo Prima Karya.

MENIMBANG :

1. Laporan Hasii Peniiaian Kinerja PHPL pada IUPHHK PT, Surya Hutani Jaya riari Tim Auditor

tanggal 09 Oktober 2013.

2. Laporan Pengambilan Keputusan Sertifikasi PHPL pada IUPHHK PT. Surya Hutani Jaya dari

Tim Fengambil Keputusan tanggai il Oktober 2013.

MENGINGAT :

1. PT. Trustindo Prima Karya merupakan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(LPPHPL) yang teiah mendapatkan akrediiasi riari Komite Akreriitasi Nasionai (KAN) sesuai

sertifikat Nomor : LPPHPL-O19"IDN.

2. Penetapan PT. Trustindo Prima Karya sebagai LPPHPL oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat

Keputusan i.lomor : SK.6067i'Menhut-Vi/BPPHHl2012 tanggal 5 fiovember 2AL2.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3B/Menhut{I/2009 Jo. Nomor P.68/Menhut-II/2011

Jo. Nomor P.45lMenhut-Ill2}tz tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan \€rifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau

pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/ZALZ tanggal 17

Desember 2012 tentang Standar dan Pedsman Felaksanaan Penilaian Kinerja Fengelolaan

Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu.

5. Panduan Mutu dan Dokumen Prosedur Sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya.

Memperhat ifan......... ..&.



Trustlndo Prima Karya

MEMPERHATIKAN :

Surat Perjanjian Kerjasama (K-ontrak) Nomor : SPK.005/PHPUReserI!f/SRH-TPK/VIII/2013

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Jasa Re.Sertifikasidan Penilikan/Surueillance.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Kedua

Ketiga

Ketiga

Keempat

Kelima

Hasil Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK Hutan Tanaman PT. Surya
Hutani Jaya dinyatakan "LULUS" dengan predikat"BAIK'.

Pengelolaan Hutan Tanaman PT, Surya Hutani Jaya telah memenuhi

Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produki Lestari (PHPL)

sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. :

P.8//\{['BPPHH/2C12 Lampiran 1.

Menerbitkan Sertifikat PHPL kepada PT. Surya Hutani Jaya, Nomor :

004.PHPL.019-IDN.10.13 dengan masa berlaku selama 5 (lima)

tahun terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan 11

Oktober 2018.

Selama masa berlaku sertifikat diwajibkan melaksanakan
Peniiikanlsurveillance setiap 1 (satu) tahun sekali dan Audit Khusus
jika diperlukan.

PT. Surya Hutani Jaya berhak mendapatkan Sub Lisensi penggunaan

Tanda V-Legat dari LPPHPL PT. Trustinda Prima Karya yang diatur
melalui surat Perjanjian tersendiri.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: SAMARINDA
: 12 Oktober 2013

Ir. Kurnia

Direktur Utama
lr. tlurttloc

'IIIA 
IANY.
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